BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah seluruh sistem ini dibangun melalui tahap pengujian atau testing

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah
memperoleh informasi mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Hauteas
Barat dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor.
2) Dengan adanya aplikasi ini, akan membantu pihak kantor desa dalam
memberikan informasi-informasi terbaru terkait pengelolaan keuangan
desa kepada masyarakat.
6.2 Saran

Oleh karena keterbatasan kemampuan dan waktu dalam pembangunan

sistem ini maka setelah melewati tahap pengujian atau testing maka dapat

disarankan beberapa hal berikut ini:

1)

2)

Untuk pengembangan kedepannya dapat menambah akun Kepala Desa
supaya bisa melihat dengan sendiri APBDes dan ditambahkan notifikasi
kepada kepala Desa bahwa bendahara Desa telah melaksanakan tugasnya
dan laporan telah tercetak dapat di kembangkan lebih lanjut oleh peneliti
selanjutnya

Mengembangkan aplikasi mobile web dari sistem tersebut sehingga
memudahkan pengaksesan melaui telepon seluler yang memiliki fitur

internet.
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